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Keuangan dan Perbankan 

“Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan dalam Pengintensifan 

Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada 

bulan Januari – Februari berdasarkan Prinsip Official Assessment System” 

 

ABSTRAK 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Badan 

Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

untuk melakukan pemungutan, penagihan dan  pengawasan pajak sesuai dengan 

peraturan perpajakan daerah sekaligus membantu gubernur dalam melakukan 

desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bidang pendapatan daerah. Jenis data yang 

dibutuhkan adalah data kualitatif. Data yang didapatkan diperoleh dengan 

menggunakan dua metode penelitian yaitu metode observasi dan dokumentasi. 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini untuk mendeskripsikan kesesuaian 

Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan proses pelayanan dan pemeriksaan  

PBB-P2 berdasarkan prinsip official assessment system. Badan Pendapatan 

Daerah dalam melakukan kewajiban perpajakan disesuaikan dengan Pedoman 

Umum Pengelolaan PBB-P2 Kementerian Keuangan dan Peraturan Perpajakan 

Daerah. 

Kata kunci : Perpajakan, Pelayanan dan Pemeriksaan PBB-P2 dan Prinsip 

Official Assessment System. 

 

ABSTRACT 

Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is 

coercive under the law. Regional Revenue Agency is a Regional Apparatus Work 

Unit which has the task of collecting, collecting and monitoring taxes in 

accordance with regional tax regulations as well as assisting the governor in 

decentralization and deconcentration in the area of regional income. The type of 

data needed is qualitative data. The data obtained by using two research methods, 

namely the method of observation and documentation. The purpose of writing this 

final report is to describe the Regional Revenue Agency in carrying out the 

service process and inspection of PBB-P2 based on the principles of the official 

assessment system. The Regional Revenue Agency in carrying out tax obligations 

is adjusted to the General Guidelines for the Management of PBB-P2 of the 

Ministry of Finance and Regional Tax Regulations. 

Keywords: Taxation, PBB-P2 Service and Audit and Principles of the Official 

Assessment System. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Mengutip dari pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia mempunyai 

sebuah tujuan utama yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan pengertian 

diatas, secara singkat Indonesia memiliki fokusan terhadap empat tujuan dasar. 

Yaitu dasar perlindungan, dasar kesejahteraan, dasar pencerdasan, dan dasar 

perdamaian. Untuk memenuhi landasan pada pembukaan UUD 1945 harus 

didasarkan atas usaha bersama, baik dari segi kerjasama seluruh elemen 

masyarakat ataupun dari sistem pemerintahan yang mengakomodasi. Negara yang 

berdaulat yaitu negara yang dapat mengakomodasi dasar pergerakan yang 

disesuaikan dengan tujuan utama UUD 1945, salah satunya dengan 

mengoptimalkan pendanaan APBN yang dapat memberikan peran utama dalam 

mengatur keuangan tahunan pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian 

sebuah negara. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, APBN dilaksanakan agar penerimaan pendapatan negara dapat 

dilaksanakan dengan maksimal sebagai sumber pendapatan negara yang 

didasarkan pada enam fungsi utama yaitu sebagai sistem perencanaan, otorisasi, 

distribusi, anggaran negara, pengawasan, dan stabilisasi. Dari enam fungsi utama 

yang ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pastinya berasal dari penerimaan perpajakan. 

 Pajak merupakan sumbangan wajib yang dibayarkan oleh perorangan atau 

badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan, dimana perorangan atau badan tidak langsung mendapatkan imbalan 

dari iuran tersebut karena iuran tersebut digunakan oleh pemerintah untuk 

kepentingan negara secara maksimal demi keberlangsungan kehidupan rakyat. 
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 Iuran pajak dibebankan kepada wajib pajak dapat berupa uang dan harus 

disetorkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah sehubungan dengan 

pendapatan dan hal penunjang lain sebagai pungutan wajib yang dimiliki oleh 

wajib pajak. Sumber utama sebuah negara dalam proses pembangunan pastinya 

berasal dari penerimaan pajak yang dipergunakan untuk berbagai prinip 

kehidupan, baik dalam dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan 

keamanan. Peranan perpajakan sangat penting bagi negara, baik untuk membiayai 

APBN, membiayai pengeluaran reproduktif, dan membiayai pengeluaran yang 

bersifat tidak self-liquiditing. 

 Sumber penerimaan negara dari perpajakan dapat menyumbang lebih dari 

80% dari total pendapatan negara yang akan dialokasikan secara langsung untuk 

pembangunan negara meliputi pembangunan diberbagai bidang, mulai dari 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi hingga bidang lingkungan hidup. 

Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam 

proses pembangunan sebuah negara meliputi proses intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang salah satunya ditempuh dengan kebijakan tax buoyancy. 

Pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan tersebut dapat berupa 

pendapatan PPH, pendapatan PPN, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk dan 

keluar, pendapatan PBB-P2 dan pendapatan pajak lainnya. 

 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 37 UU PDRD, PBB-P2 memiliki arti bahwa 

perpajakan tersebut dapat dimiliki secara langsung dan dikuasai oleh perorangan 

atau badan, kecuali wilayah yang biasa digunakan untuk pengelolaan perkebunan, 

pelestarian hutan, dan pengambilan bahan galian dalam pertambangan. Awalnya 

proses pengelolaan PBB-P2 diakomodasi langsung dari pemerintah pusat dan 

hasil dari penerimaannya dibagikan kepada daerah dengan perhitungan 

tertentu secara merata. Namun, hasil kesepakatan bersama antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah telah mengubah peraturan bahwa pengelolaan 

perpajakan ini langsung diproses oleh pemerintah daerah  paling  lambat  tanggal  

01  Januari  2014 agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat 

dilaporkan langsung kepada daerah setempat kecuali sektor pengelolaan 

https://id.wiktionary.org/wiki/politik
https://id.wiktionary.org/wiki/ekonomi
https://id.wiktionary.org/wiki/sosial
https://id.wiktionary.org/wiki/budaya
https://id.wiktionary.org/wiki/pertahanan
https://id.wiktionary.org/wiki/keamanan
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perkebunan, pelestarian hutan, dan pengambilan bahan galian dari pertambangan 

yang tetap diakomodasi oleh pemerintah pusat. 

 Dari proses masa transisi tersebut diperlukan pembuatan dasar hukum 

yang mengatur tentang pengelolaan perpajakan bagi daerah yang siap melakukan 

pemungutan PBB-P2. Sebaliknya, apabila daerah tersebut belum membuat dasar 

hukum yang mengatur tentang pengelolaan perpajakan paling lambat tanggal  31  

Desember  2013 maka  pemerintah daerah setempat tidak mempunyai hak untuk 

melakukan  pemungutan  PBB-P2  kepada seluruh wajib pajak didaerah tersebut. 

 Dasar  pemikiran  utama dari  alih fungi peraturan  PBB-P2  menjadi  

pajak yang dipungut oleh daerah adalah sifat local origin tax, visibilitas, 

akuntabilitas, transparansi,  dan sifat objek  pajak  yang merasakan secara tidak 

langsung dari imbalan yang diperoleh dari pemungutan perpajakan. Dimana hasil 

sumbangan pajak tersebut dapat menambah pendapatan daerah yang dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan struktur tahunan APBD (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah) setempat. 

 Dari pengetahuan hal mendasar tersebut atas pentingnya perpajakan, 

penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta efektifitas dalam pelayanan 

dan pemeriksaanya dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas 

Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan dalam Pengintensifan Pelayanan dan 

Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada bulan Januari 

– Februari berdasarkan Prinsip Official Assessment System” 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Dari Latar Belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis ingin 

membuat Laporan Tugas Akhir dengan tujuan untuk mengetahui : 

“Apakah bentuk intensifikasi pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan pada bulan Januari – Februari 

2022 sesuai dengan prinsip official assessment system?” 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi 

pengetahuan dan keterampilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Penulis 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

wawasan, keterampilan dan pengetahuan penulis tentang perpajakan baik 

meliputi regulasi dan pemungutan PBB-P2, pengoperasian pembayaran, 

mekanisme penagihan pengurangan, dan pelayanan terhadap PBB-P2 serta 

perencanaan dan monitoring dari realisasi penerimaan PBB-P2 

berdasarkan kesesuaian dengan prinsip official assessment system serta 

dapat melakukan penerapan sistem perpajakan secara langsung di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 

2. Badan Pendapatan Daerah 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan segala bentuk 

informasi bagi masyarakat umum tentang perpajakan sehingga masyarakat 

umum dapat mengetahui tata cara perpajakan pada Badan Pendapatan 

Daerah dan tertarik yang kemudian berminat menjadi salah satu bagian 

ASN terutama di Badan Pendapatan Daerah. 

3. Politeknik Negeri Jakarta  

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang 

nantinya digunakan sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya dalam 

melakukan penelitian mengenai penulisan laporan tugas akhir dan dapat 

menjadi bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan tentang 

perpajakan bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri Jakarta. 

 

 

1.4 Metode Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan dua metode 

pendukung dalam pengumpulan data penelitian tugas akhir yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Observasi 
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Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada penerapan 

perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan dan melakukan pelayanan 

atas dasar pemeriksaan sesuai dengan prinsip official assessment system 

yang mekanisme perhitungan perpajakan terutang sepenuhnya 

diperhitungkan oleh instansi pemungut pajak sesuai dengan peraturan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari Undang-undang yang 

berhubungan dengan perpajakan, buku yang bersumber, Keputusan 

Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak, Pedoman Umum 

Pengelolaan PBB-P2 serta referensi lain yang dapat memperkuat 

sistematika laporan penulisan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sebagai cara untuk memudahkan pembaca dalam memberikan gambaran 

tentang penulisan tugas akhir ini maka penulis menjelaskan secara singkat pada 

setiap bagian bab tentang sistematika penulisan sebagai berikut :  

 

Bab 1, Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang pemilihan judul, tujuan 

dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir.  

 

Bab 2, Tinjauan Pustaka. Berisi tentang pengertian pajak secara umum dan 

penjelasan secara khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan secara terperinci. 

 

Bab 3, Gambaran Umum Perusahaan. Menguraikan hal-hal mengenai 

Badan Pendapatan Daerah. 

 

Bab 4, Pembahasan. Berisi tentang pelayanan dalam pemungutan PBB-P2, 

serta perencanaan dan monitoring terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 

berdasarkan kesesuaian dengan prinsip official assessment system pada Badan 

Pendapatan Daerah. 
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Bab 5, Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis berikan 

sesuai dengan pengamatan secara langsung dan menghubungkan dengan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah penulis menjelaskan tentang “Efektivitas Badan Pendapatan 

Daerah Jakarta Selatan dalam Pengintensifan Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada bulan Januari – Februari 2022 

berdasarkan Prinsip Official Assessment System” maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah benar adanya menggunakan prinsip official assessment system dimana 

sistem perpajakan ini jumlah besaran pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh 

institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu 

penyampaian pembayaran pajak terutang yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan 

Daerah. Dalam pelayanan yang diberikan meliputi beberapa tahapan, mulai dari 

wajib pajak dapat mengajukan keberatan, mengajukan banding, mengajukan 

kelebihan pembayaran dan pengajuan penghapusan atau pengurangan dalam 

mekanisme administrasi tetapi dalam proses pelayanan yang diberikan belum 

sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan waktu pengerjaan tidak sesuai dengan 

SOP yang berlaku. Wajib pajak dapat menginput proses pembayaran mengenakan 

mekanisme online dan sepenuhnya dari Badan Pendapatan Daerah melakukan 

proses pelayanan yang dimaksud, tetapi tidak hanya pelayanan yang ditekankan. 

Proses pembenaran dalam penyampaian juga menjadi tolak ukur dalam pelayanan 

yang dimaksud ketika ada kekurangan data atau sebagainya.Badan Pendapatan 

Daerah tidak bisa mengkonfirmasi perihal pengaduan pelayanan dan atau 

pemasukan dari wajib pajak karena setiap mekanisme harus dilakukan proses 

pemeriksaan, baik dari wajib pajak yang akan melaporkan atau instansi terkait 

ketika memberikan balasan. 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan terhadap Badan Pendapatan Daerah, 

yaitu masih banyak wajib pajak yang masih belum memahami secara penuh 

perihal perhitungan dan pemrosesan data terkait pengenaan pajak PBB-P2 

sehingga masih banyak terdapat kesalahan saat melakukan penginputan data. 

Maka dari itu Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memberikan 

pembekalan atau pencerdasan lebih terkait penerapan segala peraturan secara 

menyeluruh ke ruang lingkup masyarakat baik di pedesaan ataupun diperkotaan 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan wajib pajak dalam melakukan proses 

pembayaran PBB-P2 dan juga mempermudah pemeriksaan bagi pegawai Badan 

Pendapatan Daerah sendiri. 
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